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PENDAHULUAN RO dengan negara lain terletak dari bobot pe-

1. -Secara universal polisi di negara manapun . nuzasan/ienis angenan keamanan -atan
. i & sallEg .
‘bertugas untvk menjaga keamanan dan - perkara yang ditangani dan organisasinya,
ketertiban serta melakukan penyidikan ter Prinsipnya tugas polisi secara universal
“hadap -suatu tindak pidana (kejahatan/ adaiah melakukan tindakan preventif dan

! ] ]
pelanggaran), bedanya antara satu negara refresif {yang dalam perkembangannyz se-

belum dilakukan langkah preventif ada
upaya pre emtive} terliadap suati kegiatan
“manusia dalan: masvarakat, Dernikjan
- halnya dengan Kepolisian Negara Repu-
+ blik Indonesia (Polri) mempunyai tugas
; (dari UU No. 28 tahun 1997);

a. Selaku alat negara penegak hukum
memelibara serta meningkatkan tegtih
+ hukuin.

b. Mefaksanzkan tugas Kepolisian selaku
- pengayom dalam memberikan perfin-
- dungan dan pelayanan kepada masya-
~rakat bagi tegaknya ketentuan pera-
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d,. Membimbing masyarakat bagi tercip-

2/1998 ini mendanat reaksi pro dan. kontea

tanya kondisi vang menunjang terse-
lenggaranya usaha dan kegiatan seba-
gaimana dimaksud pada huruf a, ho-
ruf b dan huruf .
e, Melaksanakan tgas lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan,
. Hak asasi manusia merupakan serangkai-
an hak-hak manusia yang diberikan Tu-
han sejak lahir yang ada pada dasarnya
juga berlaku universal (adanya beberapa
perbedaan dalam penerapannya karena
disesuaikan dengan hukum nasional yang
berfaku di suatu negara yang tata krama-
nya disesuaikan dengan budaya suatu ne-
gara), Hak-hak manusia tersebut ada yang
bersifas fundamental dan tidak bisa dicabug,
termasuk di sini adalah hak manusia un-
tuk menyampaikan pendapat di muka
umum melalui unjuk rasa.
. Menyadari akan hak manusia untuk me-
nyampaikan pendapat tersebut, dihadap-
kan dengan maraknya unjuk rasa sejak
Pemilu 1997, SU MPR 1998 sampai terja-
dinya tragedi Trisakti dan kerusuhan mas-
sa pertengahian Mei 1998, pendudukan Ge-
dung DPR serta pengunduran diri Presiden
Soeharto maka pemerintah perlu mengatur
tafta cara unjuk rasa sebagaimana juga

3 e YL Y v weE g

di kalangan masyarakat, sehingga Perpu
tersebut ditolak oleh DPR dan batal disyah-
kan menjadi Undang-undang. Untuk
mengakomadir kepertuan fersebut, wkhir-
nya pemerintah mengeluarkan Undang-
undang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umam (CUU No. 9/
1998) yang diundangkan pada tanggal
29 Oktober 1998,

4, Pada akhir-akhir ini banyak reaksi dan so-

rotan masyarakat terhadap aparat ke-
amanan, khususnya Polri dalam pena-
nganan unjuk rasa sering dituduh me-
langgar HAM karena menggunakan keke-
rasan dan senjata api terhadap pelaka un-
fuk rasz yang sebenarnya telah melakukan
pelanggaran (melanggar hak asasi orang
lain, melanggar ketentraman, kearmanan
dan kenyamanan orang lain}. Selain itu
ada anggapan bahwa pengaturan agar
unjuk rasa dapat dilaksanakan dengan
tertib diartikan dengan pembatasan atau
pengekangan terhadap HAM, atau pe-
langgaran terhadap HAM, padahal sesuai
tugasnya Polri harus menjaga keamanan
dan ketertiban baik terhadap si pengunjuk
rasa maupun ferhadap fihak lain (orang,
barang/fasilitas vang ada i sekitar lokasi
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- disyahkan dengan resolusi Majelis Umum

POD - tanggal 17 Desember 1979 yang
-memberikan wewenang penggunaan keke-
rasan (apabila sangat perlu).

6. Kondisi Polri (yang milik rakyat Indone-
sta, tfermasuk milik massa penguniuk rasa)
sangat jauh berbeda‘dengan kondisi polisi
di negara atau negara tetangga sekitar kita,
baik secara kualitas maupun kuantitas serta
peralatan pendukungnya (karena ke-
matpuan negara kita tidak dapat disa-

- makan dengan negara Jain, apab:h di-
kaitkan dengan jumiah penduduk/police
employe raie). Oleh karenanya tuntutan
HAM di Indonesia disesuaikan dengan ke-
mampuan aparat yang tugasnya berhu-
bungan dengan perlindingan HAM terse-
but khususnya Polri sebagai aparat pem-
bina Kantibmas,

KONSEP HAM DI INDONESIA

1. HAM yang telali kita kenal, pada umum-
nya dikenal melalui konsepsi HAM univer-
sal yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun
1948, Dekiarasi universal HAM dimaksud
terdiri dari 30 pasal.

Pasal 1 sampai dengan 21 merupakan
butizbutir HAM di bidang politik, pasal 21
sampai dengan 27 merupakan butir-butir
HAM di bidane ekonomi. sosial dap by

HAM adalah se&mffkalaﬁ
hak-hak manusia yang
diberikan Tuhan sejak -
lahir, sehingga dengan

hak hak itu manusia dapat
belkembano sebagai manusia. Hak-
hak asast inj menjadi dasar dari
pada hak-hak dan kewaj ;ban—

k@W‘l]lbilH yang lam
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damental yang tidak bisa dicabut, karena
lebih bersifat moral, dengan atan tanpa
ratifikasi seluruh anggota PBB harus men-
berlakukan, sementara butirbutir pada
pasal 22 sampai dengan 28 harus melalui
ratifikasi dan difilter dengan hukum na-
sional,

. HAM adalah serangkaian hak-hak manu-

sia yang diberikan Tuhan sejak lahir, se-
hingga dengan hak-hak itu manusia da-
pat berkembang sebagai manusia. Hak-
hak asasi ini menjadi dasar dari pada hak-
hak dan kewajiban-kewajiban vang lain.
Dari pengertian di atas tampak ada asas
rivarcalitac artinva ancene forealn1t b




prinsip yang terkandung di dalam konsepsi

nyelamatan kepada mereka yang mern-

6.

HAM, fustru merupakan jaminan bahwa
prinsip-prinsip dalam butir-butir HAM di-
taksznalan. Di negara-negara liberal, pe-
menuhan hak pribadi cenderung lebih di-
utamakan, tenfu saja akan berbeda df In-
donesiz,

. Merupakan kewajiban pemerintah untuk
-menegakian sefupul butizbutir HAM, hal

itu timbul dari suatu pemikiran babwa,
pada awainya kita semua adalah sansa se-
perti rakyat kehanyakan, karena proses per-
kembangannya, akhimya rakyat membe-
rikan sebagian hak yang dimilikinya ke-
pada beberapa orang tertentu untuk me-
ngatur mereka. Pengaturan di bidang per-
lindungan, pengayoman dan penyela-
matan mereka berikan kepada polisi.

Dari sisi pandang ini, tampak jelas da-ri-
mana polisi itu menjadi berada (exist),
yang konsekuensinya berarti datam kondisi
apapun polist harus senantiasa memberi-
kan perlindungan, pengayoman dan pe-

Polri untuk dapat
bertindak benar secara

- —— . .

berikan sebagian haknya kepada polisi,
dan hal itu memang telal selaras dengan
filosofi keberadaan: Polri dan telah tertera
dalam Tri Brata dan Catur Prasetyz,

HAM DAN POLRI

1.

Karena tugas, kewajiban dan peran Polri
sebagai, pelindung dan penegak hukum
dengan tetap menjurjung tinggi HAM, tu-
gas Pold akan semakin berat, karena dia
harus mengatur agar kewenangan yang
diberikan rakyat melalui negara harus di-
rasakan sebagai lembaga yang memang
benar melindongi, mengavomi dan me-
negalckan hekum, arfinya siapapun yang
berhubungan dengan Polri dia akary mera-
sakan perlindungan dan pengayorman itu
secara sadar,

. Polri untuk dapat bertindak benar secara

teknis Kepolisian dan khususnya beniar me-

nuret HAM, dapat merujuk pada bunyi pa-

sal 29 Deklarasi Universal HAM. Bunyi pa-
sal 29 lengkapnya sebagai berikut:

a. Setiap orang mempunyai kewajiban ter-
hadap suatu masvarakat, di manz ia
mendapatkan kemungkinan untuk
mengembangkan pribadinya dengan
penah dar bebas,

L v dalara rmaamialamleaam o ol daa




“hak dan kebebasan orang lain, dan

UK TSR] syaral-syaral benar
kesusitaan, tata tertih umum dalam su-

" atu masyarakat demokerasi: -
¢, "Hak-hak dan kebebasan ini sekalipun
tidak boleh dijalankan dengan cara

- yang bertentangan dengan tujuan-tu- 1 a
juan dan dasar-dasar. Perserﬂntan Uﬂdang undang yang zdasepem

Bangsa-bangsa, Undangﬁndme tentang Kepolisian

. Berkaitan dengan masalah-masalah ak- RI d d d
tual seperti menangani un]uk rasa dan 3“ perLnaang- un 2111521{},

upaya meningkatkan ketertiban masyara- 1’1111}13/’1
" kat, paml 29°(1) menunjukkan suatu ke-
- wajiban setiap orang terhadap keadaan di
sekitarnya, oleh Polri dipersepsikan sebagai

hak dan kewajiban untuk bersama-sama

memelihara ketertiban masyarakat.

. Bila keadaan itupun sulit diwujudkan, Polri
dibenarkan untuk tetap mendorong ter-
wujudnya ketertiban masvarakat berdasar

“kan Undang-undang yang ada seperii Un-
dang-undang tentang Kepolisian RI dan
perundang-undangan lainnya. Hal itupun

merupakan dua sisi yang tampaknya se-
kitas merupakan sesuani yang konradsk-
tif. Dia akan merupakan beban kerja tam-
bahan yang sangat besar, karena bevkaitan
dengan upaya uniuk memperoleh kete-
rampilan teknis profesional kepolisian
yang selaras dengan HAM.

sesuai dengan maksud bunyi pasal 29 (2)  DASAR HUKUM POLRI DALAM
Deklarasi Universal HAM yang memberi-  MENANGANI UNJUK RASA DAN
kan kewajiban setiap orang untuk mema-  APLIKASI DI LAPANGAN

tuhi petunjuk ataupun: hmngfznung dike- 1. Dalam rangka pengaturan tata cara me-
luarkan oleh polisi. iakukan unjuk rasa sebagai langkah-lang-
. Seluruh butir di dalam pasal 30 pasal pada kah prevent;f dan pre emtif, Polii telah ber-
Dekdarasi Universal HAM tersebuit merina- feabid meniaharlan Dasme Mo #1000




vom Serta pelayanan masyarakat dalam

4. Kode Etik untuk parz pejabat penegak

|

rangka menjaga Kamiibmas, mengingat
Perpu fersebut batal diundang-undangkan
maka Polri'merevisi konsep petunjuk pe-
laksanaannya peraturan fentang cara un-
juk rasa juga diberlalukan di negara-ne-
gara lain {antara lain Jepang, Perancis,
Belanda, Jerman dan Ingeris).

..Dalam keadaan tespaksa, Polri dibenarkan

melakukan penggunaan kekerasan:

a. Pasal 49 KUHP (Noodweer/pembelamz

. darurat).

b.. Pasal 50 KUHP (perbuatan untul\ men-
&l’tﬁlxaﬂ Undang-undang}.

C. Pasal 51 KUHP (melakukan perintah
jabatan).

¢, Pasal 5 dans 7 avat (1) hurf () KUHAP
{mengadakan tindakan lain menurut
hukum yang bertanggung jawab).

. Secara internasional ada ketentuan yang

mengatur tentang penggunaan kekerasan
dan senjata api oleh aparat penegak hu-
l\um yaitu:

| ‘Pﬁrapé}aba;penégak 5
hukum dapat diberi
‘wewenang untuk
menggunakan kekerasan

hukum yang telah disabkan oleh re-

solusi Majelis Umum PBB tanggal 17

Desernber 1979. Dalam pasal 3 ditegas-

- kan bahwa: pasa pejabat penegak hu-
kum dapat menggunakan kekerasan
haiwya apabila sangat perlu dan sebatas
dibutuhkan untuk pela ixsqum tugas
mereka.

Pengertian pasal ini mengmduna

3 hal yaitw:

1. Bahwa para pejabat penegak hﬂ~

~Jum dapat diberi wewenang uniuk
menggunakan kekerasan apabila
perlu menurut keadaan untuk men-
cepah kejahatan, atan dalars me-
lalsanakan penangkapan yang sah
terhadap pelaku kejahatan yang
dicurigai sebagai pelaku kejahatan.

2. Sesuai asas keseimbangan antara
penggunaan kekerasan dengan tu-
juan yang hendak dicapai.

3. Pelaku kejahatan memberi peria-
wanan dengan senjata api atau
membahayakan jiwa orang lain.

4. Tindakan-tindzkan lain yang ku-
rang ekstrim tidak efektif lagi. -

b. Kongres VII PBB tanggal 27 Agustus - 7

September 1990 di Havana Cuba telah

mensahian nrinzin-nrincin penosi-




1. Untuk membela diri atau membela

orang iain terhadap ancaman ke-
matian atau luka parah yang segera
terjadi.

2. Untuk mencegah dilakukannya su-
at findak kejahatan yang sangat
sexius,

- Untuk mencegah pelaku kejahatan
‘melarikan dirl.

4. Dan apabila cara yang kurang els-
- trim tidak cukup uniuk mencapai
" tujuan-tujuan .

- Dalam prinsip dasar ini juga diatur
tentang bagaimana sikap penesak hu-
kum dalam menjaga ketertiban pes
himpunan yang tidak syah namun
non-kekerasan (aksi damai} maupur:
menghadapi perhimpunan keras {bru-
tal). Menghadapi aksi damai, keleras-
an dibatasi sekecil mungkin. Untuk
menghadapi massa hrutal, seniata api
tapat digunakan bila cara/sarana yang
kurang berhahaya tidak dapat diguna-
kan, dan penggunaan senjata api ha-
nya dapat digunakan dalam kondisi
seperti diuraikan dalam pasal 9 di atas.

S &)

Polri telah mengeluarkan
= beberapa piranti Iimak,
¢ petunjukyang

¢ berhubungan dengan
penyampaian pendapat di muka -
umuin, baik pengamannya
maupun prosedur unfuk
menggunakan tindakan kekerasan. .
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penjabaran Perpt No. 2/1998 telaly dj-
keluarkan naskah sementara Buku Pe-
tunjuk Lapangan fentang pengaman-
an penyampaian pendapat di ‘muka
urium. (Skep Kapolii No. Pol.: Skep/
1361/V111/1998 tanggal 5 Agustus
1998). Naskah tersebut merupakan
naskah sementara yang sedang direvisi
sehubungan dengan terbitnya UU No.
9/1998 tentang kemerdekaan menyam-
paikan pendapat di muka umuom.
b. Segi refresif:

4. Berdasarkan subtanst aturan hulum seba- 1. Juklap Kapolri No. Pol.: Juklap/01/
gaimana tersebut pada butir 1, 2 dan 3 di 1V/1986 tentang penggunaan dan
atas, Polri telah mengeluarkan beberapa pengamanar: senjatz api bagi ang-

niranti enak  netenilk vana heshibime. anta Palsi




4. Prosedur Tetap No, Pol.: Protap/02/

air mata tidak berhasil menghentikan ke-

V/1997 tentang tincaxan Keras da-
lam penanggulangan kerusuhan

massal. :
Materi pokok dari petunjuk-petunjuk ter
sebut di atas telah mengakomodir subtansi
_dari aturan-aturan hukum internasional
maupun nasional sebagaimana diuraikan
pada butir 3.di atas demi menjamin HAM.

Penjabarannya dalam petunjuk-petunjuk Ka-

polrt tersebut lebily aplikatif agar dapat diope-

rasionatkan di lapangan. Esensi pokeknya
adalah menentukan secara konkrit tentang
langkah dan upaya Polri uatuk memberikan
pelayanan berupa pengamanan terhadap pe-
nyampaian pendapat di muka umum mau-
pun kriteria suatu sitasikondisi di mana pe-
tugas Polii dapat menggunakan tindakan ke-
ras mulai darf memberikan pelayanan atas
pemberitahuan adanya kegiatan penyampai-
an pendapat di muka wmwn, pengamanan,
tindakan persuasif, kekerasan fisik tanpa sen-
jata api sampai dengan penggunaan senjata
api, sesuai dengan eskalasi kerawanan dari
situasi/kondisi yang dihadapi di lapangan.

Kriteria tersebut pada pokoknya meliputi:

a. Melayani pemberitahuan adanya kegiatan
penyampaian pendapat di muka umum
dan menjamin keamanannya.

h Macea noraenh milai melakakan tin.

brutaian massa.

. Massa perusuh menunjukkan sikap dan

tindakan yang melawan perintal petugss.

Para petugas Dalmas dan PHH Biimaob
telah dilatih secara khusus tentang aplikasi
prosedur ini sehingga penyimpangan yang
dilakukan dengan sengaja vatuk melang-
gar HAM sangat kecil kemungkinannya.
jadi bilamana ada yang menuduh bahwa
tindakan kekerasan yang dilakukan Poiri
dalam penanganan unjuk rasa telah me-
langgar HAM adalah tidak pada tempatnya.

. Diakui babwa dalam penanganan. unjuk

rasa selalu terjadi interaksi keras antara
petuigas dengan para pengunjuk rasa, Ri-
siko dari interaksi keras tessebut adalah ja-
tuhnya korban dari kedua pihak.
Beberapa contoh telah terjadi, ter
utama kasus kerusuhan tanggal 13-14
Mei 1998 di jakarta, korban di pihak
aparat keamanan maupun di pihak
pengunjuk rasa juga terjadi di daerah
lain (Bogor, Medan, Solo, Surabaya),
[ronisnya kadang-kadang unjuk rasa
“dibencengi” para perusuh/penjarah
sehingga unjuk rasa berubah menjadi
kerusuhan massa yang melakukan pe-

rusakan, pembakaran dan penjarahan,
A5 mana hal tereshnt “lnirane divrac,




- sing serta tidak hanya pandai menu-

--ding pihak tain, Para pengunjuk rasa
+ selaiu hanya melihat saja tanpa menya-

dari bahwa tindakan tersebut dilakukan

semata-mata karena kewajibannya un-
- tuk mencegah terjadinya korban lebih

besar dan terpaksa dibalas dengan sikap

agresif dan brutal dari pihak pengun-
- juk rasa. D samping itu para pengun-
juk rasa tidak menyadari bahwa tin-
-dakan-tindakan yang mereka lakukan
- dengan emosional tinggi dalam ke-
- lompok massa yang beringas sebe-
~ narnya lelah merupakan perbuatan
melanggar hukum. Beberapa perbu-
atan mefanggar hukum yang bizsanya
terjadi adalah perbuatan yang melang-
gar pasal 134 KUHP, pasal 154 KUHP,
pasal 155 KUHP, pasal 157 KUHP, pasal
160 KUHP, pasal 164 KUHB, pasal 170
KUHP, pasal 173 KUHP, pasal 207 KUHP
pasal 212 KUHP, pasal 216 KUHP, pasal
218 KUHP, pasal 223 KUHP, pasal 233
KUHP, pasal 315 KUHE pasal 316 KUHP
pasal 351 KUHE, pasal 353 KUHP dan
lain-lain. Melihat terjadinya pelanggar-
an hukam tersebut bagi anggota Polri
wajib mengambil tindakan-tindakan
dalam rangka penyidikan seperti pe-
Nnanekanan renvitaan dan colvasaing

| Beberapa perbuatan
melanggar hukum yang
biasanya terjadi adalah
perbuatan yang ,
melanggar pasal 134 KUHP, pasal
154 KUHP, pasal 155 KUHP, pasal
157 KUHP, pasal 160 KUHP, pasal
164 KUII, pasal 170 KUHP, pasal
173 KUHP, dan lain-lain,

R

tama di kalangan mahasiswa: Tindak-
an Polri tersebut didasarkan hukum de-
mi terciptanya kamtibmas:

7. Penggunaar tindakan kekerasan oleh
aparat keamanan dalam menangani
unjuk rasa sebenarnya merupakan
upaya terakhir dalam hal upaya-upaya
persuasif seperti negosiasi, seruan, pe-
ringatan, memblokir jalan sudah tidak
efeltif lagi. Dalam melakukan tinda-
kan persussif itu sering terjadi interaksi
antara petugas dan pengujuk rasa de-
agan melakukan tindakan-tindakan
yang membahayakan seperti: pernukul-
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sampal dengan pensgunasn senjata

juliap tersebut diadakan revisi. Kepenti-

api berpeluru karet sesuai dengan pro-
sedur penindakan yang ditetapkan. .
8. Polri menyadari sepenuhnya bahwa
unjuk rasa adalah hak asasi setiap war-
g4, negara yang dijamin oleh Undang-
undang, Akan tetapi perlu disadari pula
" oleh semua pihak bahwa hak tersebut
tidak boleh melanggar hak orang lain
dan tidak boleh melanggar hukum.
Uniuk iulah di negara manapun pasti
-ada kefentuan yang menganir hal ini
dan polisi ditugaskan untuk menegak-
kan kefentuan tersebut. Di Indenesia,
ketentuan yang mengatur ha! ini se-
cara tegas adalah pasal 510 KUHP dan
U No. 5/PNPS/1963 (masih berlaku).
Substansi dari kedua ketentuan hukum
tersebut adalah:
4. Pelaksanaan unjuk rasa tidak boleh
mengganggu keamanan dan ketertib-
©an umum.
b. Para pengunjuk rasa tidak boleh me-
lakukan pelanggaran hukom.
. Menyadari perlu pengaturan tentang un-
juk rasa tersebut, pemerintah kemudian
mengeluarkan Perpu No. 2/1998 tentang
kemerdekaan menyampaikan pendapat di
muka umum dan kemudian diantisipasi
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nigan Poiri dalam setiap unjuk rasa adaiah
untuk menfamin agar unjuk rasa dapat
berlangsung dengan tertib, tidak meng-
ganggu kamtibmas atau melanggar hak
asasi pihak lain. Untuk itulah aparat kea-
manan selalu menganjurkan agar unjuk
rasa tidak dilakukan di lingkungan yang
rawan kamtibmas/komplek perkentoran,
perkantoran, pemukiman.

Dalam fakta yang ada terbukti hahwa
unjuk rasa di jalan nmum yang terjadi
akhirnya pasti menimbulkan gangyuan
keamanan dan ketertiban umum seperti:
kemacetan lalu lintas, pengrusakan, pem-
bakaran, pelemparan, pengroyokan dan
sebagainya yang mengakibatkan kerugian
besar bagi masyarakat dan bahkae timbul
kotban manusia. Unjuk rasa yang terjadi
di Medan, Acel, Surabaya, Jakarta akhir
akhir ini adalah contoh aktual sekaligus
merupakan bukti bahwa unjuk rasa jalan
urnum, komplek pertokoan sangat besar
resikonya karena tidak terkendali lagi dan
pasti dimanfaatkan pihak-pihak tertentu
yang memang menginginkan kekacauan.
Dalam hal sudah terjaci kekacauan dan
timbul korhan serta kerugian besar tidak
ada lagi pihak yang bertanggung jawab,
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.dan menurut pengamat ekonomi kuss ru-

-pialpun telpenoamh.

KOVDISI P@Ll{i BEKAITKAN
DENGAN HAM g
1. Polrt yang ada saat ini merupakan produk
thangsa Indonesia (pemerintah dan ma-
“syarakat) dengan kondisi yang banyak
keterbatasan, terataria sumber daya (ma-
~nusia dan peralatannya) ; dari aspek kuan-
- titag/jumlahnya jauh dibawah standar per-
bandingan jumlah penduduk yang berla-
kn secara interasional (1:406;. Di Indo-
nesia adalah @ 1: 1200, pethandingan ini
akan ‘mempengaruhi kualitas pelayanan
Polri untuk melindungi HAM.
2. :Selain-dari aspek kuantitas/fjumiah perso-
“nil, aspek kualitas personil Polri yang di-
tugdsl\an di lapangan (umumnya Bin-
far a) Terzlt'um yang ditugaskan univk
mer;’mgdm unjulk rasa. sekalipun umum-

nya adalah Julusan SLTA {Bintara), I\Arena :

mereka bukaniu luluym terbaik dari

SLTA dan latar belakang ekonomi orang
tuanyz selatil pas-pasan, sehingga masuk

Polsi dilatarbelakangi motivasi mencari
kerja (tidak sedikit dasi mereka justru su-
dah pernah bekerja dan lain-lain). Pelak-
sanazn fugas di lapangan didasarkan ka-
rena perintah tiirac cehinoea ana vano

| Polriyang ada saat ini -

“merupakan produk
bangsa Indonesia
| (pemerintah dan masya-

rakat) dengan kondisi yang banyak
keterbatasan, terutama sumber daya
(mzmusm dan pemlai:a.nnya) '

5. Dari aspek peralatan yang ada di I’tpmgan

yang menangani unjuk rasa (Dalmas)

- mermiliki peralatan standar unik mena-
- ngani unjuk rasa karena mahalnya harga

peralatan secara standar (contoh tameng

- Toin sel\ahpun kuat tetapi dapat ditembus
. senjata tajam dan siraman ais sedangkan
- tameng fiberglass yang memenuhi standar

. harganya cukup mahal). Kendaraan stan-
- dar yang digunakan untuk menangani
unjuk rasz yang dimiliki Polsi juga masih

- sanga terbatas, akibatnya “gesekan-gesek-

an” antara petugas dengan pengunjuk ra-
sa sulit dihindarkan dan ini memancing
terjadinya bentrok.

A Qalain botarsatacan fovenihi st el reeae Tl




dan beban psikologis vang lain, sebenar

terutama uniuk menshadani aksi-aksi

aya pengabdiannya untuk melaksanakan

tugas sudah cukup baik, apalagi bila di-

kaitkan dengan hak asasinya sebagat ma-

nusia hiasa.

. Menyadari akan adanya keterbatasan ter
sebut maka Polri mengembangkan pola
kerpitraan melalui Siskam Swakassa, se-

~hingga diharapkan adanya “Policing
Communify” di kalangan masyarakat, Ma-
syarakat diharapkan mau membentuk sis-

- kam swakarsa/siskamling suna menjaga

kamtibmas di wilayahnya masing-masing,

penjarahan yang mendompleng atas bun-
tut dari unjuk rasa vang sering dilakukan.

. Ketentuan yang mengatur tentang unjuk

rasa di negara lainpur: (antara lain Jepang,
Perancis, Belanda, Jerman dan Inggris)
tetap memberi pembatasan kepada pe-
ngunjuk rasa, artinya vnjuk rasa ticlak di-
laksanakan semaunya (sekalipun: di ne-
gara liberal) tetapi “ada aturannya™ yang
pada infinya unjuk rasa tidak boleh meng-
gangau keamanan dan ketertiban ruasya-
rakai. B \:




